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BAB V

PENUTUP

1.1.Kesimpulan
Berdasarkan wuraian skripsi diatas, penulis dapat menyimpulkan
bahwa:

1. Bahwa akad nikah melalui telepon tidak dapat di nyatakan sah,karena
tidak ada kententuan hukum yang menguatkan sah atau tidaknya akad
nikah tersebut. Para ulama berpendapat bahwa syarat orang yang
melakukan akad nikah adalah semua pihak harus berada dalam satu
tempat dan satu waktu secara bersamaan. Karena itu, akad nikah yang
tidak dilaksanakan pada satu tempat walaupun kedua belah pihak dapat
saling berkomunikasi tetap dihukumi tidak sah. Menurut Imamiyah,
Hambali dan Syafi’i, akad dengan tulisan (surat dan sebagainya) tidak
sah.

2. Perkawinan melalui telepon atau teleconference undang-undang tidak
melarang perkawinan melalui telepon atau namun pelaksanaannya
banyak memenuhi faktor-faktor, tentang tata cara atau prosedur
pelaksanaan perkawinannya di antaranya :

1. Kemudahan dalam melangsungkan akad nikah.
2. Biaya yang dibutukan lebih sedikit.

3. Waktu bisa kapan saja dan dimana saja.



55

1.2.Saran
Adapun yang menjadi saran dalam penulisan ini, yakni sebagaiberikut:

1. Hendaklah kita sebagai perempuan warga negara Indonesia jangan mau
di nikahi hanya melalui telepon,karena akan timbul adanya
kebohongan,dan ketidakpastian dalam hukum.

2. Alangkah baiknya akad nikah di lakukan secara normal dengan
bertemunya masing-masing pihak secara lansung dan diperlukan
perhatian yang lebih serius lagi bahkan Pemerintah Daerah setempat,
serta disamping itu di perlukan kordinasi yang jelas serta sosialisasi

yang merata kepada masyarakat.
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